SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan kebijakan
pembangunan Ketahanan Pangan Nasional dalam
pelaksanaan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan
pemerintah daerah dan pemerintah desa maka dilakukan
perluasan cakupan jenis dan tujuan penyaluran cadangan
pangan;

bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
mengatur tentang jenis dan sasaran penyaluran cadangan
pangan;

bahwa agar tercapai kesesuaian dan sinergi pelaksanaan
tata cara penyelenggaraan cadangan pangan maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

9. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6442);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 206);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4
Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 118);

Peraturan Daerah  Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

16. Peraturan...
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018
Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 104);

18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 42); diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal I
Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang ketahanan pangan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa di
wilayah Kabupaten Bogor.

7. Peraturan...
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Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari
sumber hayati produk pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah, yang
diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan
dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan
bagi makanan utama sehari-hari sesuai dengan
potensi sumber daya dan kearifan lokal.

Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang
diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan
harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas
ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di
masyarakat.

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya
pangan dari hasil produksi dalam negeri dan
cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua
sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya
Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan
yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat,
untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan.

Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan
pokok yang disimpan oleh pemerintah dan
masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat
untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi
keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak
harga.

Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan
diseluruh  pelosok wilayah Indonesia untuk
dikonsumsi manusia, dan untuk menghadapi
masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan
harga serta keadaan darurat.

Cadangan Pangan Daerah adalah cadangan pangan
yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

16. Cadangan...
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Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut CPPD adalah persediaan pangan
yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut CPPDes adalah persediaan pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah,
masyarakat atau rumah tangga yang tingkat
ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup
untuk memenuhi standar kebutuhan fisologis bagi
pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar
masyarakatnya.

Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan
pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak
terduga, antara lain berbagai musibah, bencana
alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan
keadaan lain yang bersifat mendadak.

Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan
yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu
yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber
daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber
daya manusia sehingga menyebabkan kondisi
masyarakat menjadi miskin.

Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak
menentu yang mengancam kehidupan sosial
masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat
dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat
disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti
gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin
topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan
organisme pengganggu tumbuhan dan bencana
sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman,
kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang
menyebabkan  masyarakat korban  mengalami
kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses
Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup
dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang
memerlukan tindakan penanganan segera dan
memadai yang meliputi kondisi siaga darurat,
tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Kondisi Tertentu adalah suatu keadaan dimana
status keadaan darurat bencana belum ditetapkan
atau status keadaan darurat bencana telah berakhir
dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan
atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi
risiko bencana dan dampak yang lebih luas.

24. Bencana...
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Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan/atau non alam maupun faktor
manusia sehingga  mengakibatkan  kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologi.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat, dan teror.

Gejolak harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan
tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar.

Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya
disingkat HPP adalah harga pembelian oleh
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ditingkat
produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang
ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana
seseorang secara reguler mengkonsumsi jumlah
makanan yang tidak cukup untuk menyediakan
energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif
dan sehat.

Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan
pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam
mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan,
meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin
dan/atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama
internasional.

Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan,
kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan
atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan
pangan dan keamanan pangan.

Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan
yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah
yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi
pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan
lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat
perang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

33. Desa...
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Desa  Mandiri Pangan adalah Desa yang
masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk
mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dengan
memanfaatkan sumber daya setempat secara
berkelanjutan.

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang
hidup bersama-sama di suatu wilayah dan
membentuk sebuah sistem.

Lembaga Tani adalah lembaga yang dibentuk
masyarakat yang bergerak dibidang pertanian seperti
kelompok tani, kelompok wanita tani, lembaga usaha
tani maupun lembaga lain sejenisnya di masyarakat.

Lembaga Usaha Pangan Masyarakat adalah Lembaga
usaha Masyarakat yang bergerak di bidang pangan
baik skala kecil, menengah maupun sampai skala
besar.

Rumah Tangga Miskin adalah keluarga yang sama
sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian
berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik Republik
Indonesia.

Lanjut Usia Miskin adalah seseorang yang berusia
diatas 60 (enam puluh) tahun yang tidak dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar
baik jasmani, rohani maupun sosial.

Balita Kurang Gizi adalah anak usia di bawah lima
tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan,
seperti berat badan kurang, perawakan yang pendek,
bahkan mengalami gagal tumbuh.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 5

Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai
CPPD dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa
CPPDes di Kabupaten Bogor adalah:

a. Dberas;

b. jagung;

c. kedelai;

d. bawang;

e. cabai;

f. daging unggas;

g. telur unggas;

h. daging ruminansia;

i. gula...



(2)

(3)

(4)
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i. gula konsumsi;

j- minyak goreng;

k. Ikan;

l. sagu;

m. umbi-umbian;

n. kacang hijau; dan
o. kacang tanah.

Selain jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan
jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai
Cadangan Pangan.

Penyelenggaraan CPPD dan CPPDes sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara
bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi serta
kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan
keuangan Desa.

Tahapan Penyelenggaraan CPPD ditetapkan oleh
Bupati dan CPPDes ditetapkan oleh Peraturan Desa.

Ketentuan huruf b Pasal 8 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

Pengadaan CPPD dilakukan sebagai berikut:

a.

b.

secara periodik dilakukan sesuai dengan daya tahan
simpan dan besaran jumlah yang akan disalurkan;

melakukan pembelian hasil produksi dalam daerah
dan/atau dari lembaga/BUMN/BUMD yang memiliki
kewenangan dibidang pengadaan sesuai dengan jenis
komoditi cadangan pangan sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal 5; dan

sumbangan dari masyarakat.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 13
(1) Sasaran penyaluran CPPD adalah untuk
menanggulangi:

a. kekurangan pangan/rawan pangan;
b. krisis pangan;

c. gejolak...
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(3)
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c. gejolak pangan;

d. bencana alam dan non alam;
e. bencana sosial; dan

f. keadaan darurat.

Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi,
dan/atau pelaksanaan untuk:

a. stabilisasi harga pangan;
b. mitigasi masalah pangan;
mengatasi krisis pangan;
pemberian Bantuan Pangan;

kerjasama dengan daerah lain

m o a0

pemberian Bantuan Pangan ke daerah lain,
dan/atau

g. keperluan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 29

Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam
penyimpanan, Unit Usaha Pangan Desa menyimpan
CPPDes didalam gudang Cadangan Pangan milik desa
dan/atau gudang milik lembaga wusaha pangan
masyarakat di desa.

Khusus untuk Cadangan Pangan komoditas Beras
dapat disimpan dalam bentuk Gabah Kering Giling
(GKG).

Gabah Kering Giling (GKG) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) akan dikonversi ke dalam bentuk beras
sesuai dengan kebutuhan pada saat akan disalurkan.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 30

Untuk menjamin daya tahan dalam penyimpanan
maka perlu dilakukan pemeliharaan.

Pemeliharaan CPPDes oleh Unit Usaha Pangan Desa
dilakukan dengan cara:

a. menjaga...
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a. menjaga kebersihan gudang secara rutin;
b. mengendalikan hama (kutu, tikus dan hama

lainnya) yang dapat membuat kualitas Cadangan
Pangan menurun; dan

c. pergantian dan/atau penyegaran dilakukan
secara periodik sesuai dengan umur simpan
maksimal setiap komoditi.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 32

Penyaluran CPPDes dilakukan pada sasaran:
a. Rumah Tangga Miskin;

Lanjut Usia Miskin;

korban bencana alam;

korban bencana sosial;

korban kebakaran; dan

-0 a0 o

anak Balita Kurang Gizi.

Penyaluran CPPDes sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi
dan/atau pelaksanaan untuk:

a. stabilitas harga pangan di desa;
mitigasi masalah pangan di desa;
pemberian Bantuan Pangan;

kerjasama dengan desa lain;

o po o

pemberian Bantuan Pangan ke desa lain;
dan/atau

keperluan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala
Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan
Desa.

Penyaluran CPPDes sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan
Desa.

=

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 37

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib
menjamin mutu dan keamanan pangan setiap
komoditi Cadangan Pangan yang akan disalurkan
kepada sasaran.

Jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:

a. kualitas...
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a. kualitas komoditas CPPD dan CPPDes minimal
memiliki standar kualitas mutu yang baik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. setiap komoditas CPPD dan CPPDes harus bebas
dari cemaran fisik, cemaran biologi dan cemaran
kimia yang membahayakan kesehatan manusia.

(3) Pelanggaran terhadap jaminan mutu dan keamanan
pangan sebagaimana dimakasud pada ayat (2) akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

IAN
PERUNDANG-UXDANGAN,

HERISON



